
BUFATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

BUPATI TAPIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3
ayat {3} dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang
Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
{egqra, sebagaimana telah diubah den[an
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A2O tentang
Penetapan Peraturan pemerintah pengganti

ll,1da1S-Undang Nomor 1 Tahun ZA2A tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Statrilitas
Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi
Corona Vints Disease 2O1g {Couid-l9) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Mernbahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang, dan ketentuan pasal 23 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2}rc
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, periu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O24;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2A24 yang dijabarkan
ke dalam Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 0g
bulan Agustus tahun 2A23;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
menetapkan Peraturan Daera-h tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2A24;

b

\-
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Undang-Uadang Nomor I Tahun 1965 tentang
Pembentukan llaerah Tingkat lI Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat iI di
Kalima*tan {Lembaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756l*

Undang-Undang Nsmnr 17 Tahun ?OO3 tentang
Keuangan Negara {I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarrrbahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
42861', sebpgairnana telah diubah dengan
Undang-Undang I'Iomor 2 Tahun 2A2* tentang
Penetapan Peraturan Femeriatah Pengganti
Undang-Undaag Nomor 1 Tahun 202A tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanga:ran Pandemi
Coron* Vinss Bdsease 2019 {Covid-l9} danlatau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabiiitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undaag {Lembaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 2O2O Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaa$ Negara {Lemharan Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan l-embaran Negara Republik
Ind"onesia Nomor 4355), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2*?O tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Fenggaati Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabiiitas Sistern Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Carona Virus Iliseose
2Al9 {Covid-l9} dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Memhahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undaag-Undang
{Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nnmor 134, Tamhahan l,ernbaran Negara
Republik Iadonesia Nomor 6516);

Mengingat 1.

2.

3.
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2G04 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}run
2AA4 Nomor 104, Tambahan Lemtraran Negara
Republik Indonesia Nomor aa}lJ;

5. Undang-Undang Nomo:: 23 Tahun 2A!4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diLlbah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun Z*ZZ Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 292 ,

Tambahan Lembaran Negara RepuLrlik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana teiah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesia ?ahun 2023 Nomor
4tr, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 6856) ;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomnr 4,
Tambahan Lemlraran Negara Republik
Indonesia Nomor' 67 57\;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah {Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor zLA,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Ind<lnesia Nomor aA28);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengeloiaan Keuangan Badan Layanan
Umurn {l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
L{egara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2A12 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 ?ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (i,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 53aO);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576], sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perutlahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor l-10, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Namor I Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 20A6 Nomor 25,
Tambahan Lembaran I'legara Republik
Indonesia Nomor a61a);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OA7
tentang Pengelolaan Uang NegaralDaerah
(LemLraran Negara Reputriik Indonesia Tahun
2AOT Nomor 83, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nnmor a73B);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pernerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomsr 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2
tentang Hibah Daera"h (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Repubtrik
lndonesia Nomor 5272j;
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20.

Pe::atr-lran Pemerintah Nom*r 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik
NegaralDaerah {Lembaran Negara RepuLrlik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 92, Tamlrahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533i, sebagairnana tetrah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2A2O
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah {l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 742,
TamLrahan lemLraran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah {Lembar:an Negara
Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 114,
Tamtrahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2AB tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (L,embaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tamtrahan
Ler::baran Negara Republik Indonesia l$omor
6aa2);

Peraturan Pemerintah Nomor L8 Tahun 2A17
tentang Hak Keuangan dan Adrninistratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Pennakilan
RakSrat Daerah ilemLraran Negara Reputllik
Indonesia Tahnn 2A77 Nomor 106, Tambahan
l,embaran Negara Republik indsnesia Nomor
6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Al7
tentang Badan Usaha Milik Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A17 Nomor
305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal {Lemtraran
Negara Repul:lik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2, Tambahan lernbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tairun
2Al9 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322\;
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Peraturant Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019
tentang Investasi Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ot9 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Repui:lik indonesia Nomor 5385);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2A20'2424
{Lembaran Negara Reputrlik lndonesia Tahun
202A Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2AA7 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan tselanja *aerah dan
Rancangan Peraturan Kepaia Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Daiarn Negeri Nomor 16 Tahun 2011
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepaia Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan d.an Belanja
Daerah {Berita Negara Republik Indsnesia
Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2A12 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik trndonesia Tahun 2A12 Nomor 75a);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2A17 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungialrraban Dana
Operasional (Berita Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2A2A
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nornor 36 Tahun 2Oi8 tentang
Tata Cara Penghitr.rngan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Peng4juan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungiar.r.,aban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik iBerita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777|;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nornenkiatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah {Berita Negara Repubiik
indonesia Tahun 2019 Nomor laa7};

2q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2AZA tentang Pedoman Teknis
Pengeiolaan Keuangan Daerah {Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2A23 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2A24.{Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799|;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pemirentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin {Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2008 Nomor O5), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2015 tentang Peruhal:an Keempat Atas
Peraturan Daerah Kabupaterr Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin {Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2015 Nomor 09);
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32. Peraturan Daerah Katrupaten Tapin Nornor 0L
Tahun 2*12 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2Al2 Nomor 01);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nornor 05
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2005-2025 (LemLraran Daerah
Kabr-rpaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2015 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(l,embaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
ZArc Nomor 09), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun zOtA tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lernbaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
201q Nomor 10);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2Al7 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dervan Per:a'akilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapin {l.embaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2017 Nomor O9, Tambahan
lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2A22 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah {I-emtlaran Daerah ldabupaten Tapin
Tahun 2A22 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.
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BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2" Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah seLragai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kervenangan
Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Tapin.

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin.
5. Peraturan Bupati adaiah Peraturan Bupati Tapin.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Feraturan Daerah.

7 " Penerimaan l)aerah adalah uang ),ang ma.suk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adaiah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui

sebagai penambal: nilai kekay-aan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

10. Pembiayaan adaiah setiap penertmaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeiuaran y"axg akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

1 t. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang seianjutnya disebut SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama 1 {satu} periode anggaran

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasa-l 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahr-rn Anggaran
2024.

(2) APBD Tahun Anggaran 2A24 sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undan.gan.
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Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2A24 sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2
berjumlah Rp2.720.5O3.932.984,00 (dua triliun tujuh ratus dua
puluh miiiar lima ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu
sernbilan ratus delapan puluh empat r:.piah), yang terdiri atas
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah
dengan rincian sei:agai beikr-rt:
a. Pendapatan Daerah Rp2.139.375"625.965,00
b. Belanja Daerah Bp2trsQJ+63.-93r.&s8.84

Surplus I {Defisit} tRp491.089.351.q31,00i
c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp581.128.307.019,0O
2. Pengeluaran Rp90.038.955.088,00

Pembiayaan ffetfo Rp491.089.351.931,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran RpO,00
tahun berkenaan

Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2. 139.375.625.965,00
{dua triliun seratus tiga puluh sembrilan miliar tiga ratus tujuh puluh
lima juta enam ratus dua puh.lh lima ribu sembilan ratus enam
puluh lima rupiah), yang bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain Pendapatan ilaerah yang sah.

Pasal 5

{1} Fendapatan asli claerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1
4 huruf a direncanakan sebesar Rpl05.286.910.00O,00 {seratus
lima miliar dua ratus delapan puluh eriam juta semhilan ratus
sepuluh ritru rupiah), yang terdiri dari atas:
a. pajak daerah;
L!. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. iain-lain pend,apatan asii daerah yang sah.

t2) Pqiak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat t1) huruf a
direncanakan sebesar Rp2i"715.860.000,00 (dua puh-ih satu
miliar trijuh ratus lirna belas juta delapan ratus enam pilluh ribu
rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b
direncanakan sebesar Rp5.271.05O.OO0,00 {lima miliar dua ratus
tujuh puluh satu juta lirna puluh ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dirnaksud pada ayat (U huruf d direncanakan sebesar
Rp68.300.000.000,00 ienam puluh d.elapan miiiar tiga ratus juta
rupiahi.
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Pasal 6

iil Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b direncanakan seLresar Rp1.641.7A4"762.457,00 {satu triliun
enam ratus empat puluh satu miiiar tujuh ratus empat juta tujuh
ratus enam puluh dua ribu ernpat ratus lima puluh tujuh
rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] huruf a direncanakan sebesar
Rp1.468^531.225.000,O0 {satu triliun empat ratus enat} puluh
delapan miliar lima ratus tiga puiuh satu juta dua ratus dua
puluh lima ribu rupiah).

{3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.173"537.457,00
(seratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta
Iima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus iima puluh tujuh
rupiah).

Pasai 7

(1) Lain-iain Pendapatar:. Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar
Rp392.383.953.508,00 {tiga ratus sembilan puluh dua miliar tiga
ratus delapan puluh tiga juta sembiian ratus lima puluh tiga ribu
iima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan hibah;
b. dana darurat; dan
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturau

perundang-unclangan.
(2i Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp382.729.O05.800,00 itiga ratus deiapan
puir,rh dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lirna ribu
delapan ratus rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat {1i huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 {nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp9.654.947.708,00 {sembilan miliar
enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh
tu.;'uh ribu tujuh ratus delapan rupiah).

Pasal I
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 d.irencanakan
sebesar Rp2.630.464.977"896,00 {dua triliun enam ratus tiga puluh
milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh
puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang
terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.
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Pasal I
(1) Anggaran belanja operasi sebagairnana dimaksud dalarn Pasal I

huruf a direncanakan sehesar Rp1.571.969.223. 190,00 (satu
triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus eriam
puluh sembilan juta dua ratue dua puluh tiga ribu seratus
semtrilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosiaL.

(2) Beianja pegawai sebagaimana dimaksud parla ayat {1) huruf a
direncanakan sebesar Rp489.979.653.625,0O (empat ratus
delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh
sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam rat.us dua
puluh lima rupiah)"

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp848.165.134.727,A0 idelapan
ratus empat puluh delapan miliar seratus enam puluh lima juta
seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh
rupiahi.

(a) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat tU huruf c
clirencanakan sebesar RpS.000.000.000,00 ilima miliar rupiah).

{5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hr-rruf d
direncanakan sebesa:: Rp0,0O {nol rupiah}.

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf e
direncanakan sebesar Rp174.508.853.658,00 {seratus tujuh
puluh empat miiiar lima ratus deiapan juta delapan ratus iima
puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

{7) Belanja bantuari sosial se}ragaimana dimaksud pada a-r,at {1}
huruf f direncanerl<an sebesar Rp54.315.581.180,00 {1irna puluh
empat miliar tiga ratus lima Lrelas juta lima ratus deiapan puluh
satu riLru seratus clelapan puluh rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b direncanakan setresar Rp806.774.24+.3A6,00 (delapan
ratus enam miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus
empat puluh empat ribu tiga ratus enam rupiahJ, yang terdiri
atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
e. beianja modal aset tetap lainnSra; dan
f. beianja modai aset lainnya.
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{2) Belanja modal tanah sebagaimana dirnaksud pada ayat {1} huruf
a direncanakan setresar Rp37.2a8.604.708,00 {tiga puluh tujuh
miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat
ribu tujuh ratus delapan rupiah).

{3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana elimaksud pada
ayat {U huruf b direncanakan sebesar Rp77.870.834.423,00
(tujuh puluh tujuh miliar deiapan ratus tujuh puluh juta delapan
ratus tiga puiuh empat ribu empat ratus dua puiuh tiga rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana climaksud
pada ayat t1) huruf c direncanakan sebesar
Rp183.933.626.393,00 {seratus ctelapan puluh tiga miliar
sembilan ratu.s tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam
ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

{5) Belanja modal ja}an, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksr.rd
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp5O3.051"680"782,OO (iima ratus tiga miliar lima puluh satu
juta enarn ratus delapan puh-ih ribu tujuh ratus delapan puluh
dua rupi.ah).

(6) Beianja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.669.498.000,00
{ernpat rniliar enam ratus enam puluh semLrilan juta empat ratus
sernbiian puluh delapan ribu rupiah).

(7) Belanja modai aset lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat {1)
huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 {noi rupiah}.

Pasal I 1

Anggaran belanja tidak terdttga sebagaimana dimaksud cialam Pasal
I huruf c direncanakan sebesar Rp25.0OO.000.000,00 (dua puluh
iima miiiar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 12

ii) Anggaran belanja transfer sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8
huruf d direncanakan setresar Rp226.721.510"400,00 {dua ratus
dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima
ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasii; dan
b. belanja bantuan keuangan.

{2} Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
direncanakan sebesar Rp2.698"691.000,00 {dua rniliar erram
ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf b direncanakan sebesar Rp224.A22.819.400,00 (dua ratus
dua puluh empat miliar dua puluh dua juta delapan ratus
sembilan belas ribu empat ratus rupiah).
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Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2A24 direncanakan
sebesar Rp491..089.351.931,O0 (empat ratus sembilan puiuh satu
miliar deiapan puluh sernbilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu
sernbilan ratus tiga puluh satu rupiahi, yang terdiri atas:
a. penerirnaan Pembiayaan; dan
b. pengeluaran Pernbiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan Pembia3,aaa sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp581.i28.307.019,00
ilima ra,tus delapan puluh satu miliar seratus dua puluh clelapan
juta tiga ratus tujuh ribu sembilan belas rupiah), yang terdiri
atas:
a. SiLPA ta-trun anggaran sebelumnlra;
tl. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjuaian kekayaan claerah },ang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman daerah;
e. penerimaan kembali pemberian pinjarrian daerah; dan
f. penerimaan pembiayaan lainnva sesuai dengan ketentuan

peraturan peru ndang-undangan.
{2) SiLPA tahun anggaran setrelumn3,a seiragaimana dimaksud pada

ayat t1i huruf a direncanakan sebesar Rp579.628"307.0i9,00
{lima ratus tujuh puluh sembiian miliar enam ratus dua puluh
delapan juta tiga ratus tr-rjuh ribu sembilan beias rupiah).

{3) Pencairan dana catiangan sebagairnana dimaksud pada a1'at (li
huruf b direncanakan sebesar Rp0,0O {nol rupia-h}.

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sehragaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00
(nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar RpO,00 {nol rupiahi.

{6} Penerimaan kembali pemberian pinjarnan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(7i Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketent.uan
peraturan perundang-unclangan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 {no1 rupiah).

Pasal i5
{1} Anggaran pengeluararr Pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf Ll direncanakan sebesar
Rp90.038.955.088,00 {sembiian puluh miliar tiga puluh delapan
juta sembilan ratus lima puluh iima ribu delapan puluh delapan
rupiah), yang terdiri atas:
a. pernl:entukan dana cadangan;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. pemberian pinjaman daerah; dan
e. pengeluaran pembia3raan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,0O {nol rupiah}.

(3) Penvertaan moda-i daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurub b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 {1ima belas
miliar rupiah).

{4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf c direncanakan sebesar
Rp73.538.955.088,00 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga
puluh delapan juta sembilan ratus lima pr-lluh lima ribu delapan
puluh delapan rupiah).

(5) Pemberian pinjaman d
(6) aerah sebagaimana dimaksud pada ayat i1) huruf d direncanakan

sebesar Rp1.500.000.000,00 {satu miliar lima ratus juta rupiah)"
(7i Pengeluaran pembia3raan iainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf e clirencanakan sebesar Rp0,00 {nol rupiah).

Pasal 16

(1) Seiisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran
Belanja Daerah mengakibatkan terjadin}za surplus/{defisit)
sebesar (Rpa91.089.351.931,OOi (ernpat ratus sembilan puluh
satu miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus iirna puluh
satu ribu sembilan ratus tiga puiuh satu rupiah).

l2l Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan
Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan
sebesar Rp491.O89.351.931,00 {empat ratus sembilan puiuh satu
miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu
ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 17

(1) Dalam kearlaan darurat terrnasuk keper{uan rnendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia ariggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan daiam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnS,a
dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2A24,
dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan
kepada Pirnpinan Dewan Perq,,akilan Rakyat Daerah, serta
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meiiputi:
a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau

kejadian iuar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan publik.
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(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada a-vat (1)

meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pela,r'anan dasar masyarakat

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. Belanja Daerah yang Lrersifat rnengikat dan belanja yang
bersifat wajiir;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan setrelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan ; dan / atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menirnbulkan kerugian yang lebih besar Lragi Pemerintah
Daerah danlatau masyarakat.

BAB III
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DABRAH

Pasal 18

Uraian leb,ih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang ticlak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
a. Lampiran I Ringkasan APBD )rang dikiasilikasi Menurut

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

b. Lampiran II Ringkasan APBD )rang diklasifikasi fuIenurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Betranja
dan Pembiayaan;

d" Lampiran iV Rekapitulasi Beianja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Beserta Hasitr dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal;

g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dengan Rancangan APBD;

h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada Rencana Kerja Pemer:intah
Daerah dan Prioritas dan Piafon Anggaran
Sementara dengan Rancangan AFBD;

i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional denga.n
Program Prioritas Daerah;
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Xlaftar Jumlah Pegax.ai Fer &olo&ga"n dan Fer
Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Da"ftar P*nyertaan h.{odal Daerah dan invest.asi
Daerah Lainnya;
Dafta.r Perkiraan Per:.arnbahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah clan Aset Lain-
laia;
Ilaftar Sub Kegiatan Tahr.ln Jamak {il,&aJt&f
Years);
Daftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 19

rn. L.ampiran XtrIi

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Fenjabaran APBD
Tahun Anggaran 2*24 sebagai landasan operasionai pelaksanaff:l
APBD.

BAB IV
KETENTUAN PEiYUTUP

"j. Lampiran X

k. Lampiran XI
1" l"ampiran XII

n. l,arnpiran XtrV

o. Larnpiran XV
p. Lampiran XVtr

S

Diundangkan di Ra.ntau
pad.a tanggai 2Q neeembe:: ?Ce}

Pasai 20

Peraturan Daerah itri rnulai Lrerlaku pada tanggal dir.lndatlgkan.
Agar setiap orang rrengetahuinya, mernerintahkan pengunCarlgalt
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

di Rantau
pada l)esember efl23
D.;IJ

(

DAERAH KABUPATEN

DAEFSH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2A23 NOh{OR c5

NOREG PERATURAN DAER,{H KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIh,IAI$TAN SELATAN : { 9-q5 12023)
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